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BAB V
PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di dapatkan simpulan sebagai berikut : 

1. Semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap tanggungjawab atas kesehatannya sendiri, mengakibatkan kepercayaan yang semula tertuju pada kemampuan dokter secara pribadi, telah bergeser kearah kemampuan ilmunya. Hal ini mengakibatkan munculnya kesadaran masyarakat untuk menuntut suatu hubungan yang seimbang dan tidak lagi sepenuhnya menyerahkan proses penyembuhan penyakitnya  kepada dokter. Perubahan ini seharusnya juga berimplikasi pada pola hubungan antara dokter dan pasien , dimana seharusnya pola hubungan antara dokter dan pasien tidak lagi bersifat paternalistik atau bersifat “aktif-pasif”, namun sudah bergeser menjadi hubungan antara partner atau pola hubungan “saling berperan serta”. Dalam kenyataannya pola hubungan yang bersifat paternalistik antara dokter dan pasien ini masih saja diterapkan  , karena memang pola hubungan paternalistic inilah yang bagi dokter membuatnya lebih nyaman dalam bekerja, Hal ini dikarenakan bukan hanya ingin mempertahankan posisi dominannya saja, namun juga karena model pelayanan kesehatan berbasis asuransi telah menjadikan dokter tidak memiliki waktu cukup untuk berinteraksi dengan pasiennya, maupun karena telah berkembangnya pemaknaan sakit, yang tidak lagi hanya dimaknai sebagai “pain”, namun juga “discomfort” . Hal ini akan mengakibatkan tidak dapat ditegakkannya hak otonomi pasien, serta terlanggarnya prinsip “duty-based ethics”.
2. Hubungan dokter dan pasien terbentuk karena kesepakatan dalam kontrak terapeutik, yang terbentuk pada saat pasien memberikan persetujuannya (informed consent) pada dokter untuk melakukan tindakan medis, termasuk persetujuan mengenai biaya yang dikenakan dalam rencana tindakan medik tersebut. Dalam Hubungan kontraktual ini terdapat sifat konsumeristik yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah permintaan akan kesehatan, berubahnya pola penyakit, dan pengaruh kemajuan di bidang teknologi medik, sehingga berakibat pada meningkatnya biaya perawatan kesehatan . Dalam hal dokter sebagai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat dari pasien karena penguasaan ilmu kedokteran yang dimilikinya memberikan informasi yang bersifat “induce demand” yang tidak didasarkan pada pendekatan “evidence based on medicine”, berpotensi mengakibatkan diambilnya keputusan medis yang mungkin tidak tepat oleh pasien, padahal perikatan antara dokter dan pasien ini memiliki karakter sebagai “inspanning verbintenis” . Dengan melakukan suatu tindakan yang bersifat “supplyer induce demand” semacam ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan profesinya, dokter telah beritikad buruk dalam tahap pra- kontrak, berupa tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai tindakan untuk memperdaya. dengan dirugikannya pasien maka disamping melanggar kode etik dan standar profesinya, dokter yang bersangkutan juga telah melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat maupun norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak , dalam hal ini dokter dan pasien. 

3. Dalam hubungan Dokter dan pasien melalui kontrak terapeutik, apabila terdapat kerugian yang diderita pasien, pada umumnya digunakan konstruksi tanggunggugat berdasarkan kontrak yaitu wanprestasi atau tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum dengan bentuk tindakan dokter berupa malapraktik. Kedua konstruksi hukum ini tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal terjadi informasi asimetris yang merugikan pasien , terutama yang bersifat “induced demand” dan merupakan moral hazard dokter. Tindakan dokter yang mempersuasi pasien dalam pemberian informasi ini masuk dalam kategori Profesional Misconduct (kesalahan perilaku professional) yang terjadi pada tahap pra -kontraktual, yaitu pada saat dokter memberikan informasi kepada pasien untuk kebutuhan pembuatan keputusan medis. Untuk mendapatkan bentuk pertanggungjawaban dokter terhadap kerugian yang diderita pasien Oleh karena hal ini belum diatur dalam hukum positif Indonesia, maka dengan menggunakan teori hukum progresif, penegak hukum seyogyanya melakukan terobosan hukum dengan mencari alternatif sumber hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan pertanggungjawaban dokter. Untuk itu dapat digunakan konstruksi “Penyalahgunaan Keadaan” ((misbruik van Omstandigheden) sebagai sebuah unsur baru cacat kehendak dengan cara “memaksakan” persetujuan “yang disalahgunakan” sebagai alasan pembatalan kontrak. Apabila dapat dibuktikan adanya cacat kehendak dalam hubungan dokter dan pasien, maka dapat diterapkan doktrin “pengaruh tak pantas” ( Undue influence) sebagai dasar pembatalan kontrak.
5.2. Saran

1. Dengan belum diaturnya ..mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu aspek dalam cacat kehendak  sebagai dasar untuk menuntut tanggungjawab dokter terhadap kerugian yang diderita pasien akibat tindakannya yang bersifat “professional misconduct”, maka pemerintah selaku regulator seyogyanya segera melakukan perubahan pada peraturan perundang-undangan terkait, dalam rangka menciptakan pelayanan kesehatan yang berkeadilan.
2. Penegakan kode etik kedokteran seyogyanya juga memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti kesusilaan dan kepatutan, sehingga segala sesuatu yang belum diatur dalam kode etik tersebut tidak menjadi alasan tidak dapat dimintainya pertanggungjawaban terhadap tindakan dokter yang melanggar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang bersifat merugikan pasien. 
